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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Agenda prioritas Presiden Joko Widodo ini merupakan rancangan kerja
(disebut Nawa Cita), dijabarkan juga dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2015 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019,
RPJMN). Sebagaimana disebutkan dalam RPJMN jilid pertama 2015-2019,
pembangunan nasional tahun 2015-2019 mengacu pada percepatan
pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur bertujuan untuk
memperkuat  konektivitas antar negara, mencapai  keseimbangan
pembangunan, mempercepat penyediaan pembangunan perumahan, sanitasi
perumahan dan infrastruktur listrik, memastikan ketahanan air, pangan dan
energi untuk mendukung ketahanan negara, serta mengembangkan sistem
transportasi massal perkotaan. Pelaksanaannya secara terintegrasi dan dengan
meningkatkan peran public-private partnership (PPP) atau sektor swasta.

Penjelasan mengenai agenda prioritas pemerintah yakni untuk
menyediakan tanah bagi pembangunan maka pemerintah dapat melakukannya
melalui pembebasan lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain, baik itu
perorangan maupun badan hukum. Berkaitan dengan hal ini maka disusunlah
berbagai peraturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang
terbaru adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum kemudian diikuti dengan
peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan terkait lainnya. Pasal 1
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengadaan tanah
adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang
layak dan adil kepada pihak yang berhak, sedangkan yang dimaksud dengan
kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang
harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.

Infrastruktur sebagai faktor pertumbuhan ekonomi merupakan roda
penggerak dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Alokasi pembiayaan publik

dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional



dan daerah. Secara ekonomi makro Kketersediaan dari jasa pelayanan
infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital,
sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan
infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Infrastruktur
juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan
produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan
kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi

Pengadaan tanah merupakan suatu upaya dalam pemberian akses
infrastruktur untuk suatu pembangunan di Indonesia. Hasil dari pengadaan
tanah bertujuan untuk memberikan suatu manfaaat bagi kehidupan masyarakat
dan perkembangan daerah itu sendiri. Perkembangan daerah yang diharapkan
dalam pengadaan tanah merupakan langkah untuk merangsang perkembangan
ekonomi didaerah tersebut.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk KCJB (Kereta Cepat Jakarta-
Bandung) demi kepentingan pembangunan tidak selalu berjalan dengan baik
karena pada dasarnya masyarakat pemilik tanah merupakan orang pribadi
maupun bentuk badan hukum dengan karakter yang berbeda-beda tentunya
untuk penyelesaian ganti kerugian pasti ditemukan suatu permasalahan.
Mengenai permasalahan yang timbul dalam penyelesaian ganti kerugian yang
terjadi dalam pengadaan tanah untuk KCJB berdasarkan wawancara dengan
salah satu anggota panitia pengadaan tanah KCJB di Kabupaten Bekasi, Yondi
(2020) menjelaskan walaupun kegiatan pelaksanaan pengadaan tanahnya
sudah mencapai 98%, tetapi dalam proses ganti kerugian mengalami hambatan
khususnya untuk penyelesaian ganti kerugian tanah sisa.

Pengadaan tanah KCJB di Kabupaten Bekasi sendiri menggunakan lahan
dengan total luas 330.509 m? yang terdiri dari 635 bidang di 15 (lima belas)
desa yang terdapat di 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tambun Selatan,
Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang Utara,
Kecamatan Cikarang Selatan dan Kecamatan Cikarang Pusat. Enam kecamatan
yang terkena pengadaan tanah pembangunan KCJB di Kabupaten Bekasi
tersebut, ditemukan bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah sisa. Terhadap

tanah sisa tersebut ada yang dapat diberikan ganti kerugian dan ada yang tidak



dapat diberikan ganti kerugian. Penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa
penentuan kriteria bidang tanah sisa yang dapat dikategorikan sebagai tanah
sisa dan dapat diberikan ganti kerugiannya dibagi menjadi 4 kategori dan opsi
dengan memberikan saran untuk disediakan jalan dan akses bagi tanah sisa
(Octora 2020).

Sisa tanah dari bidang tanah yang terkena pengadaan tanah selanjutnya
disebut “tanah sisa”. Kerugian yang didapatkan masyarakat sebelum adanya
aturan mengenai ganti kerugian tanah sisa sangatlah berbahaya jika tidak
diantisipasi, karena itu Panitia pengadaan tanah, tidak pernah
memperhitungkan nilai kerugiannya, padahal kerugian dari “tanah sisa” itu
bisa cukup besar, karena tidak bisa dimanfaatkan lagi secara optimal (Syah,
2015:47). Permasalahan mengenai “tanah sisa” ini juga terjadi pada pengadaan
tanah untuk pembangunan Jalan tol trans Sumatera (JTTS) ruas Terbanggi
Besar — Pematang Panggang Provinsi Lampung yang pada pelaksanaannya
belum dilakukan ganti kerugian tanah sisa hingga ditetapkannya aturan
mengenai hal tersebut (Tsaurah, 2018).

Dilema mengenai tanah sisa ini khususnya diwilayah Kabupaten Bekasi
disebabkan karena pada dasarnya tanah sisa tersebut tidak dibutuhkan oleh
instansi yang berwenang mengadakan tanah, sedangkan jika dilakukan proses
ganti kerugian terhadap tanah sisa tersebut, sisa tanah tidak akan digunakan
dalam kegiatan pembangunan, maka akan menimbulkan kemungkinan
terjadinya pengeluaran negara yang lebih besar. Tetapi di satu sisi masyarakat
yang tanahnya terkena pengadaan tanah dan mempunyai tanah sisa, tentunya
akan merasakan ketidakadilan apabila terdapat tanah sisa yang tidak dapat
difungsikan sebagaimana sebelumnya, tetapi tidak diberikan ganti kerugian
atas tanah tersebut padahal nilai jual tanahnya tentu akan turun. Selain itu
peraturan yang ada dirasa kurang menjawab dan menjelaskan bagaimana
kriteria tanah sisa.

Berdasarkan latar belakang diatas yang membahas permasalahan yang
ditemukan pada pengadaan tanah dan juga masih banyaknya problematika
masyarakat dengan para pihak terkait pengadaan tanah pada pembangunan
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) khususnya di wilayah Kabupaten

Bekasi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul



“Problematika dan Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah Sisa pada Pengadaan
Tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kabupaten Bekasi”

B. Rumusan Masalah

Persoalan mengenai penyelesaian ganti kerugian tanah sisa dan hal lain
terkait pengadaan tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kabupaten
Bekasi menjadi menarik untuk diteliti, maka dari itu peneliti menyusun
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor utama yang menjadi persoalan dalam ganti kerugian tanah sisa
pada pengadaan tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kabupaten
Bekasi?

2. Bagaimana solusi untuk penyelesaian ganti kerugian tanah sisa pada

pengadaan tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui faktor utama yang menjadi persoalan dalam ganti kerugian
tanah sisa pada pengadaan tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di
Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui solusi yang dapat diberikan dalam mengatasi persoalan
penyelesaian ganti kerugian tanah sisa pada pengadaan tanah KCJB di
Kabupaten Bekasi.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat akademis
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi tentang pelaksanaan
pengadaan tanah, khususnya pada kegiatan penilaian dan pemberian ganti
kerugian untuk tanah sisa.
Manfaat Praktis
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam
menyelesaiakan permasalahan mengenai tanah sisa pada pengadaan tanah untuk
kepentingan umum dan diharapkan dapat membantu pihak yang berhak

mendapat ganti kerugian atas tanah sisa.



BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1 Persoalan mengenai ganti kerugian tanah sisa pada pengadaan tanah untuk
pembangunan KCJB di Kabupaten Bekasi terdapat faktor utama yang
menjadi persoalan yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat setempat
mengenai ganti kerugian tanah sisa pada masyarakat yang terkena dampak,
dalam hal ini panitia pelaksana mengalami kendala dalam menentukan
tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ganti

kerugian tanah sisa sebelum mencapai kesepakatan.

Akibat dari kendala yang terjadi menyebabkan panitia menunggu waktu
lama untuk mengetahui bidang tanah mana saja yang terindikasi sebagai
tanah sisa, sehingga panitia mencari solusi agar permasalahan yang terjadi

dapat diselesaikan.

2 Solusi untuk penyelesaian ganti kerugian tanah sisa pada pengadaan tanah
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kabupaten Bekasi bagi instansi
dapat menerapkan aturan berdasarkan pada pasal 70 ayat (2) melengkapi
aturan sebelumnya yaitu dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya tidak
lebih dari 100 m2 (seratus meter persegi) dan tidak dapat difungsikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan ganti kerugian.
Selanjutnya pada pasal 70 ayat (3) dalam hal bidang tanah sisa yang
luasnya lebih dari 100 m2 (seratus meter persegi) dapat diberikan ganti
kerugian setelah mendapat kajian dari pelaksana pengadaan tanah bersama

instansi yang memerlukan tanah dan tim teknis terkait.

Ganti rugi tanah sisa yang tidak sesuai dengan aturan pemberian ganti rugi
upaya yang dapat dilakukan oleh Pihak yang berhak terhadap tanah-tanah
sisa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu permohonan dari pihak yang
berhak atas tanah sisa tersebut dan melalui gugatan perdata biasa atau
gugatan perdata biasa atau gugatan perwakilan/kelompok ke Pengadilan

Negeri setempat. Kedua upaya tersebut berlaku untuk tanah sisa yang
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masih dapat ditanami maupun tanah sisa yang tidak dapat ditanami atau

dipergunakan seperti pada awalnya.

53



B. Saran

1 Perlu dilaksanakannya penyuluhan kepada masyarakat yang memiliki
tanah sisa dari pengadaan tanah Kkereta cepat jakarta bandung perlu
diadakan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku saat ini dan perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut dalam penyelesaian problematika ganti
kerugian tanah sisa, dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan tanah sisa
sesuai dengan penggunaannya, dan perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap petunjuk teknis pengadaan tanah, khususnya yang membahas
mengenai tanah sisa. Saat ini peraturan pengadaan tanah belum
mengakomodir penyelesaian permasalahan tanah sisa secara mendetail,
sementara permasalahan yang ditemui di lapangan bervariasi. Oleh karena
itu dibutuhkan petunjuk teknis yang mengatur penyelesaian permasalahan
tersebut, khususnya mengenai kriteria tanah sisa seperti apa yang dapat

diberikan ganti kerugian.

2. Pada tahapan perencanaan kegiatan pengadaan tanah, sebaiknya sudah
memperhitungkan risiko adanya tanah sisa pada saat tahapan pelaksanaan
kegiatan pengadaan tanah dan sudah dilakukannya sosialisasi terhadap
masyarakat yang terdampak. Sehingga tidak adanya ketidak pahaman
masyarakat mengenai ganti kerugian tanah sisa bagi masyarakat yang
terdampak. Apabila pada tahapan perencanaan kegiatan pengadaan tanah
hal ini telah diantisipasi, tentunya akan lebih mempermudah penyelesaian
permasalahan mengenai tanah sisa pada pengadaan tanah.
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